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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Dalam rangka persaingan ini organisasi atau perusahaan harus memiliki 

sumber daya yang tangguh. Sumber daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi 

tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan 

yang tangguh membentuk suatu sinergi. Peran sumber daya manusia sangat 

menentukan. Sumber daya manusia yaitu terjemahan dari “human resources”, 

namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan 

“manpower” (tenaga kerja). Sebagian orang menyetarakan pengertian sumber 

daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal 

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, 

rasa, dan karsa).  

 Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi 

dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, 

tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit 

bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011). Werther dan Davis 

(1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, 

mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan 

bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap 

organisasi sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi 
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terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas 

hidupnya. 

 Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah 

sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif 

tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi 

tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination: tidak lagi semata-mata 

menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan 

sebagainya. Dengan berpegang pada definisi diatas, kita harus memahami bahwa 

sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal 

dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber 

daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). 

Pendapat ini relevan dalam kerangka berpikir bahwa sumber daya harus 

ditingkatkan kualitas dan kompetensi agar menjadi sebuah kekuatan. 

 Tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi: (a) tujuan kemasyarakatan 

yaitu secara sosial bertanggung jawab akan kebutuhan masyarakat dan tantangan 

serta mengurangi pengaruh negatif dari tuntutan terhadap organisasi; (b) tujuan 

organisasional yaitu adanya pengelolaan sumber daya manusia dalam memberikan 

sumbangan terhadap aktifitas organisasi, dan mengakui pengelolaan sumber daya 

manusia bukanlah sebagai tujuan tetapi alat untuk membantu organisasi dalam 

mencapai tujuan; (c) tujuan fungsional yaitu memelihara agar kontribusi dan 

manajemen sumber daya manusia memberikan pelayanan yang sepadan dengan 

kebutuhan organisasi; (d) tujuan pribadi yaitu membantu pegawai dalam mencapai 

tujuan pribadinya sejauh tujuan itu membantu kontribusinya terhadap organisasi. 
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B. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Proses pengembangan sumber daya manusia merupakan starting point 

dimana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan skills, knowledge, 

dan ability individu sesuai dengan kebutuhan masa kini maupun masa mendatang. 

Singodimedjo (2000) mengemukakan pengembangan sumber daya manusia 

adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang 

berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan sumber daya 

manusia biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk 

melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan mengarah pada 

kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan 

para pekerja. 

 Pengembangan dalam konteks sumber daya manusia dipandang sebagai 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan 

dan pendidikan. Hal-hal yang dapat dijelaskan dari pengembangan sumber daya 

manusia tentang developmental practice dan membutuhkan kolaborasi dengan 

program-program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia dirasa penting karena 

tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin 

ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis.  

 Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan atau 

organisasi, karyawan atau pegawai, konsumen, masyarakat yang mengkonsumsi 

barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi.  

Hakikat tujuan pengembangan karyawan (Hasibuan, 2014) sebagai berikut : 
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1) Produktivitas kerja 

Produktivitas kerja akan meningkatkan kualitas dan kuanitas semakin 

lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill 

karyawan yang semakin baik. 

2) Efisiensi 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, 

waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan 

berkurang, biaya produksi relative kecil sehingga daya saing perusahaan 

semakin besar. 

3) Kerusakan  

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, 

produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4) Kecelakaan 

Pengembangan berujuan mengurangi tingkat kecelakaan karyawan 

sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan 

berkurang. 

5) Pelayanan  

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, 

karena pelayanan yang baik merupakan daya tarik bagi pengguna barang 

atau jasa. 

 

 



13 

 

6) Moral 

Moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya 

sesuai dengan pekerjaan sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik 

7) Karier 

Kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar karena 

keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja lebih baik 

8) Konseptual 

Manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan karena 

technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik. 

9) Kepemimpinan 

Kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human resources-nya 

lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama 

vertical dan horizontal semakin harmonis. 

10) Balas Jasa 

Balas jasa berupa gaji, insentif dan benefits karyawan akan semakin 

meningkat karena prestasi kerja semakin besar. 

11) Konsumen 

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi 

masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh pelayanan yang 

lebih bermutu. 
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 Tujuan pengembangan sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan produkivitas kerja, pelayanan, serta konsumen atau 

masyarakat selaku pengguna jasa.  

Uraian singkat tentang pengembangan SDM (Handari, 2011) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Pelatihan dan Pengembangan SDM 

 

 Pelatihan adalah usaha terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memfasilitasi pembelajaran yang berhubungan dengan kompetensi karyawan. 

Kegunaan pelatihan antara lain (1) membantu karyawan mengembangkan 

keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (2) memberikan 

Mengapa perlu pelatihan dan pengembangan 

SDM? 

Mewujudkan mutu pelayanan 

Faktor Mutu Pelayanan meliputi : 

1) Kehandalan 

2) Daya tangkap 

3) Keterampilan dan pengetahuan 

4) Mudah dihubungi 

5) Sopan santun, respect, ramah 

6) Komunikasi 

7) Dapat dipercaya 

8) Jaminan keamanan 

9) Memahami pelanggan 

10) Bukti langsung 
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kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja yang 

positif yang mendukung strategi bisnis dan menarik, mempertahankan karyawan 

yang memiliki talenta. 

 

C. Undang – Undang Desa 

 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 atau sering disebut Undang-Undang 

Desa. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran 

pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk 

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, 

demokratis dan dapat menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera. UU Desa membentuk tatanan desa sebagai self gorverning community 

dan local self government. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi 

kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi fondasi keragaman Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Asas pengaturan desa dalam undang-undang adalah : 

1. rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul ; 

2. subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan 

pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa ; 

3. keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai 

yang berlaku di masyarakat desa dengan mengindahkan sistem nilai 

bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ; 
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4. kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama 

dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan 

unsur masyarakat desa dalam membangun desa ; 

5. kegotong royongan yaitu kebiasaan saling gotong royong untuk 

membangun desa ; 

6. kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari 

satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa ; 

7. musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan ; 

8. demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu 

sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan 

persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan 

dijamin ; 

9. kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemeintah desa dan 

masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri ; 

10. partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan ; 

11. kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran ; 

12. pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan 
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yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

desa ; 

13. keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, 

terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan 

melaksanakan program pembangunan desa. 

 

D. Tujuan Undang-Undang Desa 

 Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Desa sebagai berikut : 

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ; 

2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewuudkan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia 

3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa ; 

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk 

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama ; 

5. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, 

dan bertanggung jawab ; 

6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum ; 
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7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 

sebagai bagian dari ketahanan sosial ; 

8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional ; dan 

9. memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. 
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E. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep 

yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan 

(Notoatmodjo, 2005). Kerangka konsep dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep Penelitian 
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